PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL
DAN PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA

DENGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: “I70 /231 /Dp3Acs ks,

NOMOR: 570/ 63/ DPHPTs b
TENTANG

PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN DAN DATA HEPENDUDUKAN
DALAM LAYANAN LINGKUP TUGAS DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINS| KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Pada hari ini Kamis tanggal Lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh (05-03-2020) yang
bertanda tangan di bawah ini:

1 Nama : Dra. SUSANTI, MAP

Alamat : Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kep. Bangka
Belitung Gedung Kantor Gubernur Lt. Il JI. Pulau Bangka Kelurahan Air ltam

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan
Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga
Berencana yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. Nama : PERRYANIS, 5.508.,M.5i
Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah  Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Panghalpinang
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
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PRRAR PENTAMA dan MUAK KEDUA yang salanjulngn secarm bemsams-sams disebut PARA PIHAK.
SeSabulh dahulu mensranghnn nalingnl harui

L baliwa PIMAK PERTAMA adalah unsur pelaksans Pemarntal Provins Mopulauan Banghka

Balltung Al bideng kepanduduken dan pencatatan sipl yang bertanggung Jawsb kepada

Gubamur - Kepulauan  Bangkn Belitung  yang barwanang dan  herkews/iban  melaysnl
pemanfamtan Nomor Induk Kepeanduduken (NIK), Dats Kependudukan dan KTP elaktronik
:nplmtln lombags pengiuna, yallu Satuan Karjs Parangkat Daormh Provingl Kepulauan Bangks
CIHLYIRTTS

bahwa FIHAK KEDUA ndnlnh Dinss Pananamen Modal dan Palayanan Terpadu Satu Pintu
Provinal Kepulauan Bangle Delllung yang merupaken Satuan Kerjs Parangkat Dasrah Provinsi
Kapulaunn Banghe Malltung

Dangan memparhatikan katantuan paraturan perundang-undanigan sebsgal berikut

d

4,

Undang-Undang Nomaor 23 Tahun 20006 tentang Administras) Kependudukan (Lembaran
Nogara Republik Indonasin Tahun 2006 Nomaor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor AG74), sabagalmann lalah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonasia Nomar B4 785),

Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasl dan Transaks! Elektronik (Lembaran
Nogara Ropublik Indonosian Tahun 2008 Nomor B8, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonasln Nomaor A843), sabagalmana talah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 (Lembaran Negora Rapublikindonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran
Nogarn Rapublik Indonesin Nomor 59652);

Poraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasl Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor B0, Tambohan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736)
sobagaimana talnh diubah dongan Paraturan Pamarintah Nomor 102 Tahun 2012 (Lembaran
Nagara Republik Indonasin Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesin Nomaor 5373);

Paraturan Pamarintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelonggarann Sistem dan Transaksi
Elaktronlk (Lembaran Nogara Ropublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan
Lambaran Negara Ropubilik Indonesia Nomor G348);

Paraturan Presidon Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk
Borbasls Nomor Induk Kepondudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa
kall, tarakhir dongan Poraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonasia Tahun 2013 Nomor 267),

Poraturan Manterl Dalam Nogerl Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan

Pamanfaatan Data Kependudukan,

' Imana torsebul dl atas, dengan Inl PARA PIHAK sepakat untuk
"l

tantang Pamanfastan Nomor Induk Kependudukan dan Data
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Pasail 1
MANSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerjasama inl adalah untuk mengefestfian fungs dan perae PASA
PIHAK dalam pemanfaatan Data Kependudukan berbasiskan Nomor Indus Keperdudueas

Pasal 2
RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Perjanjian Kernjasama ini melhputt

a Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan
b Pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 3
KEWANBAN PARA PTHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban

a Pemanfaatan Nomor induk Kepandudukan
LMMWH&@MWMW#
ketunggalannva: dan
layanan PIHAK KEDUA stas biava PIHAN KEDUA

5. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1  memfasiitasi pemberian hak akses secars torbatas kepade PIHAN SEDOR ==us
m“mhmrmtﬂmmmmmw
persetujuan PIHAK PERTAMA atas nama Gubermur Kepuiswus= Sangis Seitumg
menyediakan jaringan komunikasi data dan PIHAK PERTANMA kepacz PHAN SED0R
untuk 1 {satu) titik atas biaya PIHAK KEDUA
implementasi pemanfastan Data Nependudukan oleh PINAN PERTAMA i=cacs
PIHAK KEDUA: dan

4. menjags kerahasiaan, keutuhan dan kebenaran data yang dertied AT Iaeses
mm“mﬂ—mm-mm
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b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1 menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data yang diakses darl PIHAK

PERTAMA walaupun jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini telah berakhir;

2. menyediakan perangkat dan tenaga teknis untuk dapat mengakses Data
Kependudukan;

menunjuk secara tertulis 1 (satu) orang pejabat tetap di PIHAK KEDUA sebagal

pengelola hak akses yang diberikan wewenang dan tanggung Jawab oleh PIHAK
KEDUA:

4. menyampaikan secara tertulis usulan nama-nama petugas pengguna data

kependudukan dari pegawai tetap PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA melalul
pengelola hak akses:

5. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data dari PIHAK
PERTAMA kepada PIHAK KEDUA untuk 1 (satu) titik;

6. menyiapkan dukungan anggaran untuk jaringan komunikasi data koneksitas dari titik
penerimaan hak akses dari PIHAK PERTAMA ke titik-titik lainnya di lingkungan PIHAK
KEDUA sesuai kebutuhan;

7. menyediakan anggaran untuk pelaksanaan bimbingan teknis dan pendampingan
teknis tentang implementasi penggunaan hak akses untuk mendapatkan data
perorangan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA yang sudah dilengkapi dan dibersihkan
oleh PIHAK PERTAMA; dan

8 memberikan hak akses secara terbatas kepada PIHAK PERTAMA untuk menarik data

yang dimiliki PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan milik PIHAK
PERTAMA.

Pasal 4
HAK PARA PIHAK

(1) PIHAK PERTAMA mempunyai hak:

a. Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan:

Mengawasi pelaksanaan kewajiban PIHAK KEDUA untuk mencantumkan Nomor Induk
Kependudukan dalam layanan yang diterbitkan PIHAK KEDUA,

b. Pemanfaatan Data Kependudukan:
1  memberikan persetujuan terhadap usulan PIHAK KEDUA tentang pengelola hak
akses dan petugas pengguna data kependudukan;
2. mengawasi pelaksanaan pemanfaatan Data Kependudukan; dan

3. mendapatkan hak akses secara terbatas dari PIHAK KEDUA untuk pengkinian data

yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA guna melengkapi database kependudukan secara
nasional.

spendudukan:

ependudukan yang telah dijamin ketunggalannya untuk
1g diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA; dan

n pendampingan teknis tentang Implemantasi
antumkan Nomor Induk Kependudukan yang
inan yang diterbitkan PIHAK KEDUA,
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b. Pemanfaatan Data Kependudukan:

1. mendapatkan hak akses Data Kependudukan secara terbatas sesual kebutuhan
dengan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; dan

2. mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan teknis tentang implementasi
penggunaan hak akses Data Kependudukan.

Pasal 5
EVALUAS| DAN PELAPORAN

(1) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat laporan berkala pemanfaatan Nomor Induk
Kependudukan dan Data Kependudukan per semester, bulan Juni untuk semester pertama
dan bulan Desember untuk semester kedua kepada PIHAK PERTAMA dengan tembusan
Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Gubernur.

(2)

PIHAK PERTAMA melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan Data
Kependudukan secara berkala atas laporan PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat
(1).

(3) PIHAK PERTAM

A dapat melakukan evaluasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan dan
Data Kependudukan sewaktu-waktu.

(4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilap
tembusan Menteri Dalam Negeri

orkan kepada Gubernur dengan
melalui Direktur Jenderal
Sipil.

Kependudukan dan Pencatatan

Pasal 6
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Ini oleh
PARA PIHAK sampai dengan tanggal 5 Maret 2025 dan dapat diperpanjang atas persetujuan
PARA PIHAK.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa,
dapatdilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah adanya Kkebijakan
pemerintah yang mengakibatkan

tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini dan apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK,

Pasal 8
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJASAMA

‘berakhir apabila:
ama telah selesai; atau

k mengakhin kerjasama sebelum jangka waktu Perjanjian

it sd 25T St J
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Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Apabila di . ,

& P:?::? dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan
mU{lakl; ?n Kerjasama ini antara PARA PIHAK akan diselesaikan secara musyawarah untuk

(2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapal,
maka akan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
LAIN-LAIN

(1) Dalam hal diperlukan adanya penambahan atau pengurangan materi Perjanjian Kerjasama
ini, maka dapat dilakukan perubahan atas persetujuan PARA PIHAK.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Addendum yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

(3) Ketentuan-ketentuan yang bersifat teknis dan operasional dalam pelaksanaan Perjanjian
Kerjasama ini akan disusun dalam Standard Operasional dan Prosedur (SOP).

Pasal 11
PENUTUP

DemikianPerjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai
cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA

PERRYANIS, 3505, M.5i
NIP. 196712131990031006




